
BUPATITRENGGALEK 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI TRENGGAL::EK 

NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG 

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUK18M DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITRENGGALEK, . 

Menimbang : a. bahwa cialam rangka menciptakan kepa'stian hukum, 

mewujucikan keaciilan, ketertiban, cian kesejahteraan 

masyarakat perlu ciibentuk prociuk hukum daerah; 

b. bahwa agar prociuk hukum ciaerah yang tdibentuk ticiak 

mengalami kegagalan cialam implementasinya maka harus 

ciihinciari prociuk hukum ciaerah yang berpeluang 

menimbulkan kejahatan cian korban serta harus sesuai 

ciengan ketentuan Peraturan Perunciqbg-unciangan; 
\{,1 

c. bahwa ciengan berlakunya Unciang-Unciang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan _~Peraturan Perunciang

unciangan cian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 

ciipanciang belum cukup memberikan penafsiran yang sama 

bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah cialam rangka 

penyusunan produk hukum ciaerah; 

ci. bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana ciimaksuci 

cialam huruf a, huruf b, cian hun/ c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan Prociuk 

Hukum Daerah; 



- 2 -

Nomor 12 T,,llllll 1()5() 

l'crnbcnt ulc111 I );wr,1h 1);1crah Kabup;llrn da\;im Lingku11g:111 

Propinsi .Jmv;1 Timur (Lcmb.11·an Nq;;1r;i Rcpublik Indo11csi,1 

Tahun 1950 Nomor 41, Tamb; han Lembaran Negara 

I~cpublik Indonesia Nornor 90) sclmgainrnna lcbh diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lemba:r:tn Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tah·.Jn 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pcmbagian Urusan Pcmerinlahan zmtara Pcmcrintah, 

Pemcrintahan Dc1.crah Propinsi clan Pemcrintc1.lrnn Dacrnh 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S3 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 
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'/. Pcraluran D<1crah Kal>upalcn Trcng~,tlck Nornor 2 'L1hun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengeloiaan Keuangan Dacrah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

8. Pcrnturnn Dncrnh Knbupaten Trcnggalck Nornor 14 T~llnrn 

2010 tcntnng Rcncuw Pcrnbangu11;111 , Jangl-::.1 Panj;rng 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trengg:1.kk Tahun 2010 

N om.or 10 Seri E); 

':). Pcraturan Dacrah Ka bu paten Trenggalck Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tnhun 2010- 2015 

(Lem !>;1 r;lll I); wr:11i I(: ti >11 p;1 lei 1 Tr: ·11r.: ·.: 1 It- k T, ti 11111 . 10 l I 

Norn.or 9 Seri E); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Serl D); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruaug Wilayah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 2032 (Lcmbaran Daerali 

Kabupaten Tren?galek Tahun 2012 Nm.~or 6 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabup,=tten Trenggalek Norn.or 

14); 

MEMUTUSKAN: 

M,·1wl:1pk:111: J>l•:l~/\TllfV\N lHll1/\TI TI•:NT/\NC Ml•:l(,'\Nl'.;rv11,: Pl•:NYllSllN;\f\i 

Pl~ODUK HU KUM DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 
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Pcmcrin t n h 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPRD, adalah Dewan Pcnvakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 

5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 

6. Program Legislasi Daerah, yang selan_iutnya disebut Prolegda, 

adalah instrumen perencanaan program pembentukan 

Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, 

clan sistcmatis. 

7. l'roduk huku111 d;1cr;1h ,1dalnh Pcratur;111 1);1cr;1h, Pcraturc111 

Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yanf; selanjutnya disingkat 

SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Trenggalek. 

9. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, 

adalah Badan Legislasi Daerah Kabupaten Trenggalek. 

10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 

pengkajian hukum dan hasil pen6itian lainnya terhadap 

suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 

sccnr;1 ilminh n1e11gcn;1i pcngnturnn m;1s;1bh tcrsdmt cbbm 

suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

11. Daftar kumulatif terbuka adalah daftar Rancangan Peraturan 

D,1crnh ynng m;1sih dimungkink;rn untuk m,1suk cbbrn 

Program Lcgislasi Dacrah. 

12. Anggaran Pcndapatan dan Belanja D::1erah, yang selanjutnya 

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupatcn Trenggalck. 
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BAB II 

PRODUK HUKUM DAERAH 

Pasal 2 

Prnduk hukum dc1cr;1h tcrdi1-i dc1ri: 

;1. produk hukutn d:wr,111 y;111g lwrsil,tl p('ll:~;tlu1;111; d,111 

b. produk hukum daerah yang bersifat penetapan. 

Pasal 3 

Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri da6: 

a. Peraturan Daerah; 

b. Peraturan Bupati; dan 

c. Peraturan Bersama Bupati. 

Pasal 4 

Produk hukum daerah yang bersifat pcnetapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Bupati. 

BAB III 

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pcrencanaan Pcnyusunan Pcraturan Daerah 

Pasal 5 

Percncanaan penyusunan Peraturan Da(:rah dilakukan dalam 

J 'rolcgda. 
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Pasal 6 

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat program 

pcmlwntuk,111 Pcn1turc1n Dncrnh dcng:rn juctul Rancangnn 

Pcraluran Daerah, n1ateri yang dialur, dan kctcrikalannya dc11ga11 

Peraturan Perundang-undangan yang lain. 

Pasal 7 

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD. 

(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka vvaktu 1 (satu) tahun 

berdasarkan skala 

Peraturan Daerah. 

prioritas pcm :Jenlukan Rancangan 

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun 

scbelum pcnetapnn Rancangan Pcraturnn Dacrnh tentang 

APBD. 

(4) Pcnyusunan Prolcgda scbagaimana dimaksud pada ayal (1) 

berdasarkan atas: 

a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b. rencana pembangunan Daerah; 

c. penyelenggaraan otonomi Daerah clan tugas pembantuan; 

dan 

d. aspirasi masyarakat Daerah. 

Paragraf 1 

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah 

Pasal 8 

( 1) Bupati memerintahkan pimpinan SKP[) menyusun Prolegda di 

lingkungan Pcrncrinlah Dacrah. 
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(2) Pcnyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah 

dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. 

(J) Pcnyusunan Prolcgdn scbagnimana dirn;1ksud pacb ayat (l) 

dapat mengikutsertakan instansi vertikal ter~ait apabila sesuai . ., 

a. kewenangan; 

h. mnteri muatan; atau 

c. kch11 t 11 h.111 ch brr~ pcng;1 t 11n1n. 

(4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Pasal 9 

Bupati menyampaikan: hasil penyusunan Prolegda di lingkungan 

Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pirnpinan DPRD. 

Pasal 10 

(1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD 

dikoordinasikan oleb DPRD melalui Bakgda. 

(2) Hasil penyusunan _Prolegda antara Pemerintah Daerah dan 
' . 

DPRD sebagaimana::dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi 

Prolegda dan ditetapkan dalam rapat p,1~"ipurna DPRD. 

(3) Prolegda sebagaim~na dimaksud pacb :1y~1t (2) di1ctapk;w 

dengan Keputusan pPRD. 
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Paragraf 2 

Prolegda Kumulatif Terbuka 

Pasal 11 

(I) I );da111 I 'n>lcgda di lillgkullg;in Pnrn-i-iu lali I );1cr,tl1 d:tll I )l'l~l) 

dapat dimuat daftar kumulatif terbuka y:.mg tcrdiri alas: 

a. akibat putusan Mahkamah Agung; 

b. APBD; 

c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan 

d. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi setelah Prolegda ditetapkan. 

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat 

memuat daftar kumulatif terbuka mengcnai: 

a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan 

atau nama lainnya; dan/ a tau 

b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau 

nama lainnya. 

(3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dalam hal: 

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau 

bencana alam; 

b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan 

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

atas suatu Rancangan Peraturar, Daerah yang dapat 

d isct ujui bcrsa1n,1 olch Lblcgda d,111 U,tgian 11 ukun1. 

Bagian Kedua 

Penyusunan Peraturan I>aerah 

Pasal 12 

Penyusunan Peraturan Daerah sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda. 
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Pasal 13 

Bupati memerintahkan kepada p1mpman SK.PD menyusun 

Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegdd. 

Pasal 14 

( 1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai Naskah 

Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat 

pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melalui pengkajian 

dan penyelarasan dalam hal: 

a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 

b. sasaran yang akan diwujudkan; 

c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; 

dan 

d. jangkauan dan arah pengaturan. 

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai: 

a. APBD; 

b. pencabutan Peraturan Daerah; atau 

c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas 

mengubah beberapa materi; 

hanya disertai dengan penjelasa;:1 atau keterangan 

sclmgnimann dim:1ksud p:1dn nynt ( 1 ). 

(4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik 

sebagaimana dimaksud pada ayat fl) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Pcraluran Bupali ini. 
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Pasal 15 

Rancangan Peraturan [?aerah dan Naskah Akademik baik so_ft 

copy maupun hard copJi sclmgaimana di:n;1kst\d cblnm P.1snl 1 ·l 

:1v:it (I) di:1julrnn k<'p:1d:1. H11p:1li mcl:tlui S ·kn·t:1ris D:wr:ili. 

Pasal 16 

(1) Rancangan Peratun1n Daerah yang bcnisal dari Bupati 

dikoordinasikan :·oleh Bagian Hukum untuk 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pcmantapan konsepsi. 

(2) Pengharmonisasian, ·pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

scbagaimana dimaks~d pada ayat (1) daµat 'mengikutsertakan 

instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum. 

Pasal 17 

(1) Bupati membentuk ;_. Tim penyusun Rancangan Peraturan 

Daerah di setiap SJ{.PD pemrakarsa Rancangan Peraturan 

Daerah. 

(2) Susunan keanggotaap. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) terdiri dari: 

a. Penanggung jawab, 1. Bupati 

I >. I 1(' 11 d) j I l; I 

d. Ketua 

c. Sckrctaris 

2. Wakil Bupat. 

y; ll 1) '. 

pemrakarsa 

Kepala SKPD Pemrakarsa 

2. Unsur SKPD :?emrakarsa 

Sl<PD Pcrnrakars<i dan SKJ>D lcrkail 

sesuai kebutuhan. 
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(3) Tirn scbagaimana dirrlaksud pada ayat ( 1) ditctapk,rn deng,rn 

Kcputusan Bupati. 
·-· . 

Pasal 18 

Kctu;1 Tim scb:1g:1i111,111¥.1 dim:1ksud <l.iL1111 l'{~s;d 17 ,1y;it (.~) ,. 
melaporkan perkembaijgan Rancangan Peraluran Dae rah 

dan/ atau permasalahanQya kepada Sekretaris Daerah . 
.. 

Pasal 19 

(1) Bupati membentuk ;_Tim Pembahas Ranc~ngan Peraturan 

Daerah. 

(2) Susunan keanggotaap. Tim sebagaimae.a di:rrtaksud pada ayat 

( 1) terdiri dari: 

c1. Pembina 

o. Pengarah 

c. Ketua 

d. Sekretaris 

C; Anggota 

1. Bupati 

2. Wakil Bupati 

::· Sekretaris Daeu1h 

1. Asisten Perherin tahan clan 

; Kesejahteraan Rakyat 

2. Asisten yang -~embidangi SKPD 

pemrakarsc. 

-:r 1. Kepala Bagian H u~um 

2. Kasubbag Prociuk Hukum Daerah 

SKPD Pemrak::irsa 9-an SKPD terb1it 

; scsl1~1i l<cl)l1t·l1l·1;111. -. 
:~ 

(3) Tim sebagaimana di:tnaksud pada ayat (l) d.itetapkan dcngc1t1 

Keputusan Bupati. 

Pasal 20 

'· 

( l) 1''.:111c,111gan Peral ur$.n Dacrah yang Lelah dibahas harus 

nwn<lnpatkan parnf ~oordinasi dari Kep.:118. Bagian Hukum clan 

1'11111,111.111 ::1(1'1) l'<·111i·:1L:11 :;:1. 
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.. • 
::. 

(2) Pimpinan SKPD ata? pejabat yang ctitunjuk mcngajukrn1 

Rancangan Peraturat!i- Daerah yang tclah mendapat paraf 

koordinasi sebagaimafia dimaksud pad;i ,1yat (1) kqx1da L3upali 

melalui Sekretaris Da¢rah. 

Pasal 21 

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau 

pc11ycrnpurnaan lcrh~cfap Rancangan Pcratl.iran Dacrah yang 
~ :~ . 

telah diparaf koordin8!Si sebagaimana dimaks1:1d dalam Pasal 20 

ayat (1). 

(~) :?erubahan dan/ ataU: penyempurnaan Rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana1 dimaksud pada 

kepada pimpinan SKPD pemrakarsa. 
' 

(3) Hasil 
.,.. 

penyem pur119-an Rancangan 

ayat · (1) dikcmbalikan 

Peraturan Daerah 

sebagaimana dimak~d pada ayat (2) dis~mpaikan kepada 

Sekretaris Daerah s~telah dilakukan paraf koordinasi oleh 

Kepala Bagian Hukur:6 dan pimpinan SKPD pemrakarsa. 

(4) Sekretaris Daerah -~ menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana pimaksud pada ayat (3) kepada Bupati. 
;: 
' . 
. , 
?. Pasal 22 

Bupati menyampaikan ~ncangan Peraturan Da~rih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 kepada p:.mp1na.n DPRD untuk 

dilakukan pembahasan. ,_· 

Pasal 23 

' 
( 1) Bupati membentuk. Tim Asistensi urituk melakukan 

~ 

pcmbahasan di tingkat DPRD. 
; 
•{ 

(2) Susunan keanggotaa_h Tim sebagaimain dimaksud pada ayat 

(I) lt'rdiri dnri: .' 

a. Pembina 
~ 

t 1. Bupati 
-.; 
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' t 
... 2. W.:1kil Bup:it i 

b. Pcngarah ; Sckretaris D.:1crnh 
. 

c. Kc1lw ~ 1. Asistcn d;111 

Kesejahtera~u1 Rakyat 

2. Asisten yang membidangi SKPD 

pemrakarsa 

b. Sekretaris 1 . Kepala Bagi.:1 n TT u ku m 

2. Kasubbag Produk H ukum Daerah 

c. Anggota 
~ 

~· Kepala SKPD terkait sesuai kebutuhan. 
; 

(4) Tim sebagaimana di~aksud pada ayat (1)· ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 24 

(1) Pimpinan DPRD mentampaikan Rancangan Peraturan Daerah 

kepada Balegda untu* dilakukan pengk:,Jian. ·· 

(2) Pengkajian sebagaim.?-na dimaksud pad.a ayat (1) dilakukan 

untuk pengharmoni~asian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi Rancangan ~eraturan Daerah. 

,, 
-~ Pasal 25 
~ 

(1) Pimpinan DPRD merwampaikan hasil :pengkajian Rancangan 

Peraturan Daerah setjagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 

(2) dalam rapat pariptirna. 

ayat (1): 

a. pengusul memberifan penjelasan; 

' b. fraksi dan anggota DPRD lainnya rncmberilrnn p;111<l;mg;m: 
" ·~ 

dan 
, . 
. , 

c. pengusul memberf~an jawaban atas pandangan fraksi dan 
.• 

anggota DPRD lairtnya . 

... . 

·. 

,; 



. 
panpurn:1 OPRD mem11tusLm 

bcrupa: 

a. persetujuan; 
, 

I>. pcrsctujuan dcng;t~'l pc11gubak111; ,ll,1_) 1 
.. 

c. penolakan. 
,• 

(4) Dalam hal persetujuan dengan pen!~ubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat; (3) huruf b, pimpinan: DPRD menugasi 

komisi, gabungan kortiisi, Balegda, atau panitia khusus untuk 
.. 

menyempurnakan Ra~cangan Peraturan Daerah tersebut. 

(5) Penyempurnaan Raniangan Peraturan Daerah sebagaimana ... 
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRD. 

Pasal 26 

". 

Apabila dalam satu mas~ sidang Bupati ds.n DPRD menyampaikan 

Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka 

yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan 
.. 

oleh DPRD, sedangka~ Rancangan Peraturan Daerah yang 
:• 

disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk 

di persandingkan. 

BAB IV 

MEKANISME PENV;:USUNAN PERATU:RAN BUPATI DAN 

PERATURAN BERSAMA BUPATI 
.. , 
; Bagian Kcsatu 

Penyusunan Peraturan. Bupati dan Pcraturan·Bcrsama Bupati 

Pasal 27 

(1) Pimpinan SKPD m~nyusun Rancangan Peraturan Bupati 

dan/atau Rancangarf Peraturan Bersama Bupati sebagaimaiw 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c: 

(2) Rancangan Peratura~ Bupati dan/ atau Rancangan Peraturan 

RPrs8ma Bupati bRik soft copy maupun hnrd copy sebagaimana 
., 

:• 
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Sekretaris Daerah. 

(3) Rantangan Peraturan Bupati dan/ atau Rancangan Peraturan 

Bersarna Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas untuk ha:r-monisasi 

dan sinkronisasi. 

Pasal 28 

(l) Bupali membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraluran 

Bup:ll i clan/ atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati di 

setiap SKl.:;D pemrakarsa. 

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pembina 

b. Pel\garah 

c. Ketu,1_ 

d. Sekrehds 

i~, 
"' ' b. Anggota '-

1. Bupati 

2. Wakil Bupati 

Sekretaris Daerah 

Pimpinan SKPD pemrakarsa 

1. Kepala Bagian Hukum 

3. Unsur SKPD Pemrakarsa 

SKPD Pemrakarsa dan/ atau SKPD 

terkait. 

~-5) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Kepulusan Bupati. 

(6) Ketua Tim sebc\gaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan 

perkembangan Hancangan Peraturan Bupati dan Rancangan 

Peraturan Bersarn.a Bupati kepada Sekretaris Daerah .. 

Pasal 29 

( 1) 11up:it i nwmbcntuk Tim Pcmbahas Rancnng:m Pcrnturan 

Uup:1li d:111 f,bncanga11 Pcrnturan 13crsam:1 Bup:1ti. 



rn Susunan kcanggotaan Tim scbagainwna dimaksud p;H_fa .1y:lt 

( 1) terdiri dari: 

d. Pembina 

c. l'c11garah 

f. Ketua 

b. Sekretaris 

c. Anggota 

1. Bupati 

2. Wakil Bupati 

Sckrclaris IJ;1cr: ti 1 

1. Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat 
I 

'.2. /\sistc11 y;111g mcmbid,111gi SI...:I'l) 

pemrakarsa 

1. Kepala Bagian H ukum 

2. Kasubbag Pro<luk Hukum Daerah 

Kepala SKPD terkait sesuai kcbutuhan. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 30 

(1) Rancangan Peraturan Bupati atau R,1ncangan Pcraturan 

Bersama Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf 

koordinasi Kcpala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD 

Pemrakarsa. 

(2) Pi1npinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mcngajukan 

Rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan 

Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi 

sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) kcpada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Pasal 31 

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau 

penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati atau 

Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). 
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' 
(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancang'an sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD 

pemrakarsa. 

(J) I lasil pcnycmpurnaan rancangan scb,1t.;<1i111ana dim<1ksud p,Hb 

;1ynt (2) <li~nmp;1iknn kcpn<ln fkkrct:11-is D;w1·;1h sctcl;1li 

dilakukan paraf koordinasi Kepala L3agian llukum clan 

pimpinan SKPD Pemrakarsa. 

(4) Sckrctaris Daerah menyampaikan rancangan scbagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kcpada Bupati untuk ctitandatangani. 

BABV 

MEKANISME PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI 

Pasal 32 

(1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(2) Rancangan Keputusan Bupati baik soft copy maupun hard copy 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum. 

(3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi oleh 

Bagian Hukum dengan SKPD Pemrakarsa. 

(4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disinkronisasikan dan 

diharmonisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat, (3). 

diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf 

koordinasi Kepala Bagian Hukum. 

(5) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati 

kepada Bupati untuk mendapat penetapan. 
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BAB VI 
' •,• 

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN SALINAN 

~- Bagian Kesatu 

Pengesa~an Produk Hukum Daerah 

Pasal 33 

Penandatanganan Per8ituran Daerah, Peraturan Bupati, dan 

Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bupati .. 

Pasal 34 

( 1) Penandatanganan Petraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 

(empat). 

(2) Pendokumentasian 11:askah asli Peratu::an Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat i 1) oleh: 

a. DPRD; 

b. Sekretaris Daerah; 

c. Bagian Hukum; dan 

d. SKPD pemrakarsa':. 

Pasal 35 

(1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 

(tiga). 

(2) Pendokumentasian riaskah asli Peraturan Bupati sebagaimana 
•, 

dimaksud pada ayat J 1) oleh: 

a. Sekretaris Dacrah; 

b. Bagian Hukum; dan 

c. SKPD pemrakars~. 

Pasal 36 

(l) Penandatanganan Peraturan Bersam::1 Bupati dibuat dalam 
·-

I , 11 q •. lu q 1 • I ( (' 111 p1, t). 



('.2) IJalam hal pcnatid:alanganan Pcratur;i11 lkr~;i1n;i Hup,tti 

melibatkan lebih d3:ri 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama 

Bupati dibuat dabm ,rangkap sesuai kcln1tuhan. 

(:1) Pendokumentasian naslrnh asli Pcr,,t ur,m Rci-s;rnw Bup,tl i 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh: 

a. Sekretaris Daerah.-masing-masing daerah; 

b. Bagian Hukum; dan 

c. SKPD masing-masing pemrakarsa. 

Pasal 37 

( 1) Penandatanganan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati. 

(2) Penandatanganan Keputusan Bupati 3ebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada: 

a. Wakil Bupati; 

b. Sekretaris Daera4; dan/ atau 

c. Kepala SKPD. 

Pasal 38 

(1) Penandatanganan K~putusan Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 dibuat dalam rangkap (~ (tiga). 

(2) Pendokumentasian n~skah asli Keputusan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) oleh: 

b. Bagian Hukum; d~n 

c. SKPD Pemrakarsa. 
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Bagian Kedua 

Penomoran Produk Hukum Daerah 

Pasal 39 

(1) Penomoran produk hukum daerah dilnkukan olch Kepala 

Bagian Hukum. 

(2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud 

padn ayat (1) yang bersifat pengaturnn mcnggunaknn nomor 

bulat. 

(1) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor 

kodc kl:,sifiknsi. 

Bagian Ketiga 

Pengundangan Produk Hukum Daerah 

Pasal 40 

(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapk::ln, diundangkan dalam 

Lembaran Daerah. 

(2) Lembaran Daerah sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) 

merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. 

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud I-: ada ayat (2) 

merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan 

Daerah, sehingga mempunyai daya ikat. kepada masyarakat. 

(4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana 

dimalrnud pada ay<1l (1) disampaikan kc:pada Mcntcri dan/aL1u 

nuhcnnir untuk dil:1kt1k:rn kl:irifik:1si :;1·s11:1i dc11g:111 kctc11tu:111 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 41 

(1) Tambahan Lembaran Daerah memu2.t penjelasan Peraturan 

Daerah. 

(2) Tambahan Lembaran Daerah sebagcdmana dimaksud pada 

:1y:it (1) dic:1nt11111k:111 Nnmor Tnmhnh:111 l,c111h:11·:111 D:1<T:1h. 
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(3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan 

Peraturan Daerah. 

(4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud 

p;1on ny,1t (1) mcn1pnknn kdengk:1p;111 (bn pcn_jcbs:111 d;11·i 

Lembaran Daerah. 

Pasal 42 

( 1) Peraturan Bupati a tau Peraturan Ber~ama Bupati yang telah 

ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah. 

(2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud r:-ada ayat (1) merupakan 

penerbitan resmi Pemerintah Daerah. 

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati atau 

Peraturan Bersama Bupati, sehingga mempunyai daya ikat 

kepada masyarakat. 

Pasal 43 

Sckretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati, dan Peraturan Bersama Bupati. 

Bagian Keempat 

Salinan Produk Hukum I>aerah 

Pasal 44 

( 1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi 

penomoran selanjutnya dibuatkan salinan. 

(2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch 

Kepala Bagian Hukum. 
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Pasal 45 

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah 

dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa. 
'· 

BAB VII 

, PENYEBARLUASAN 

Pasal 46 

(1) Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan oleh DPRD 

dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan 

Rancangan Peraturan Dacrah, hingga Pengundangan Peratun111 

Daerah. 

(2) Penyebarluasan ~bagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk · dapat memberikan informasi dan/ atau 

memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku 

kepen tingan. 

Pasal 47 

(1) Penyebarluasan Prblegda dilakukan bersama oleh DPRD dan 

Pemerintah Daerah~yang dikoordinasikan oleh Balegda. 

(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal 

dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 48 

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam 

Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah 

D~lcrah. 



Pasal 49 

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus 

merupakan salinan naskah yang telal~ diundangkan dalam 

Lcmbaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dnn Bcrita 

Daerah. 

BAB VIII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 50 

( 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan 

dan/alau lerlulis . dahun pc1nbcnluka11 Pcralur:111 D;1crah, 

Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Bcrsam.: Bupati. 

(2) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui: 

a. rapat dengar pendapat umum; 

b. kunjungan kerja; 

c. sosialisasi; dan/ a tau 

d. seminar, lokaka:rya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan atas ;substansi Rancangan Peraturnn Daer:1h, 

Peraturan Bupati, dan/ atau Peraturan Hersama Bupati. 

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan 

sccara lisan dan/ a.tau tertulis sebagaimana dimaksud pacb 

:1_y:tl (1), scti:1p R:111c:111g:111 I\..-ntu1·:111 11:HT:ili, l't-i-:t111i-:111 

Bupati, dan/ atau · Peraturan Bersarr.a BU:pati harus dapat 

diakscs dengan mupah oleh masyarakat. 
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BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 51 

Pcllll>i:1y;1;111 pcmbcnl1,.1kt111 produk huku111 dtwr;ih dilwb:111k;111 

pada APBD. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

Peraturan Bupati ini rri,ulai berlaku pada t.3.nggal diundangkan. 

Peraturan Bupati ini d~ngan penempatannya da]am Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek; 

Diundangkan di Trenggalek 
pada tanggal 25 Januari 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 

ttd 

SUKIMAN 

Ditetapkan di Trenggalek 
pada tanggal 25 Januari 2013 
BUPATI TRENGGALEK, 

ttd 

MULYADI WR 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHON 2013 NOMOR 4 

S:dinrn1 scsu,1i clcngnn asliny:.{ 
, . 

KEPALA B AN HUKUM 

Pembina Tk. I 
NIP. 19650919199602 2 001·: 

Nomor Reg. 188.342/LXIII/406.004/2013 
Tanggal 25 Januari 2013 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 
NOMOR 4 TAHON 2013 
TENTANG 
MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK 

. HUKUM DAERAH 

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH 

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan 

hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tcrtentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut 

dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: 

JUDUL 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BABIV 

BABV 

PENDAHULUAN 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN TERKAIT 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 

LINGKUP MATER! MUATAN PERATURAN DAERAH 

BAB VI PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

Uraian singkat setiap bagian: 

1. HAU1~£~UAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, 

identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. 

A. L<1t;ir I3dakang 

Lalar bdakang 111c111ual pe111ikiran dan alasan-alasan pcrlunya 

pcnyusunan Naskah Akadcmik scbaga1 acuan pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Lata:r belakang menjelaskan 

11w111·.:111:i 1w111lw11t11k:111 l~:11w:111,~:111 l'<T:1t11i-;111 l):1ci-:1h 11w111<Th1k:111 



\. 

suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori 

atau pcmikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan 

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pcmikiran 

ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi 

filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak 

perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang 

akan ditcmukan dan diuraikan dalam Naskah Akadcmik tcrscbul. 

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik 

mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 

1) pcrmasalahan apa yang dihadapi dalaro kehidupan berbangsa, 

bcrnegara, dan bermasyarakat serta bagaimana pennasalahan 

tersebut dapat diatasi; 

2) mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar 

pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan 

pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut; 

3) apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; 

4) apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan. 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Nask2::1 Akademik 

Scsuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang 

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan N askah Akademik 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara 

11w111~;1L1si pcn11;1s;1l.1h;111 tcrs<'hut; 

'2) 111t:ru111uska11 pcn11as;dalia11 hukurn yang diliadapi scb;1g;ii 

alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai 

dasar hukum pcnyclcsaian atau solusi pc;:masalahan dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; 

3) mcrumuskan pcrtimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; 

4) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pcngn11 irnn dalrnn 



Rancangan Peraturan Daerah, sernentara itu kegunaan 

pcnyusunan Nasl«1h Akademik adafoh scb;1gai acuan ;1tau 

referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah. 

D. Mctodc 

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu 

kegiatan penelitian sehingga digunakan metoJ.e penyusunan 

Naskah Akademik yang berbasiskan metod~ penelitian hukum atau 

pc11clilia11 bin. Pc11dilia11 hukum (bpal diL1kt1k:111 11wLtlui mctodc 

yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis 

emp1ns dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis 

normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah 

(Lcrul;11na) data sckt111dcr _y;111g bcn1p;1 PtT;tl u1·;111 Pt-ru11d;u1g 

undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen 

hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan 

referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan 

wawancara, diskusi (focus group discus~·ion), dan rapat dengar 

pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian 

yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap 

Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilm1jutlrnn 

dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner 

untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang tcrkait dan yang 

berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 

diteliti. 

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, 

praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan 

ckonomi, kcuang;1n ncgara dari pcngaturan dabm suatu Pc1·atur;u1 Dacrah. 

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: 

A. kajian teoretis; 

B. kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. 

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai 

aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. 

C. kniinn terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta 

I )(. I 111, '. '. , I., I 11 , , I \';,, l J ', t I I I 11 11 I, 'I '' 11 l i ':;\';'I I' l, 11 I ' 
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D. kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur 

dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan 

dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. 

3. BAB III EVALUASJ DAN ANALISJS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Tt•;(._>KAIT 

R:1h ini mcmlrnt hnsil lrnjim1 tcrh:1d<1p Pcr<1turnn Pcnmd:1ng-undnng:1n 

tcrk:iil y;ing rncmuat kondisi hukum yang rnb. kclt.Tkait;111 Pt-r.1tu1·;111 

Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, hannonisasi 

secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang

undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang

undangan y:1ng masih tetap berbku karena tid[l 1c bertentangan dengm1 

Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang

undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang mengatur rnengenai substansi atau 

materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari 

Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat :'."nenggambarkan tingkat 

sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta 

posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 

pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi 

penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan 

Daerah yang akan dibentuk. 

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita huku1r: yang mclipuli suasana 

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila 

dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1'?45. 

B. Landasan Sosiologis. 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

k<'lH 1111li:111 111:1synrnknt chbm hcrbagai :1spck. L111dns:in sosiologis 
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sesungguhnya menyangkut fa_ :ta empiris mengenai perkembangan 

masalah dan kebutuhan mas"arakat dan negara. 

C. Landasan Yuridis. 

Landasan yui'idis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

, menggambarkah bahwa peraturan yang dibentuk u_ntuk mengatasi 

permksalahan '
0

hukurrt atau meng1s1 kekosongan hukum dengan 
' 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang 

: akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 

berkaitan dengan Sl ,bstansi atau n.ateri yang diatur sehingga perlu 

dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan 

hukum itu, ar tara h . ..in, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan 

yang cidak harmonis atau tumpang tindih, Jems peraturan yang lebih 

rendah dari Undang-Und :ing sehingga daya berlakunya lemah, 

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya 

memang sama sekali belum ada. 

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN PERATURAN DAERAH 

N askah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup 

materi :'Tiuatan R1.ncangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam 
bab ini, sebeh '1, menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan 

s 1sarari yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi 

didasarkan pada ulasan yang telah dikemukaka 1 dalam bab sebelumnya. 

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: 

.__t. ketentuan umum mernuat rumusan akademik mengenai pengertian 

istilah, dan frasa; 

b. materi yang akan diatur; 

1,~. kekntuan sanksi; dan 

J. ketentuan peralihan. 

6. BAB V1 PENUTUP 
! 

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. 
i' 

A. Simpulan 

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan 

praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah 

diuraikan dalam bab sebelumnya. 



,,. 
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Sar.ttl 111c111u.tl ,111Lara lain: 

1. perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu 

Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan 

di b:1\\·:tl111_y:1; 

2. rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah dalam Program Legislasi Daerah; 

3. kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan 

1w11_y11su11;111 N;1sk:1h i\k,1dc111ik !chili b11jul. 

7. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pu:staka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal 

y,mg mcnjacti sumbcr bahan pcnyusunan Naskah Akademik. 

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA fA"'?IAN HUKUM 

I ~ ,, \.. vi" 
ANIK SUW A!' l'J\, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 
NIP. 19650919199602 2 001 
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